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Implentasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentany
Pemerintah Daerah Pasal 21 horuf b} memilih pimpinan daerah  adalal
pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diselurub dacrah
di Indonesia. Pilkada dilaksanakan melalui beberapa proses. salah satu proses
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala dacral adalah karmipanye dimana para calon
kepala dacrah diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi serta
pragram keganya, Di Tanah Datar pemiliban kepala deerah dilaksanakan padsa
tangeal 20 Agustus 2003, dan dimenangkan aleh pasangan calon Ir. M. Shadig
Pasadigoe, SH dan Drs. H. Aulizul Syuib, M.5i. Visi pasangan ini terwujudny:
masyarakat Tanah Datar yang adil dan sejahtera dalam ridho Allzh SWT, yang
difilosofi adat basandi syarak, svarak basand; kitabullah, misi dalam bidang
pemerintahan adalah membangun pemerintahan vang bersih, efektif, efisien dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan misi bidang ekonomi adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkathkan pendapatan masyarakat dan
pemerataan dengan menitik beratkan pembangunan dibidang 1) pertanian, 2)
industri keeil, 3)pariwisata, dan 4) pemambangan. Visi dan misi diterjemahkan
sehagai janji politik maka tujuan penelitian o adalal mengidentifikasi janji
politik bidang ekonomi dan pemerintahon. Dan kedua menjelaskan kongniensi
Junji politik bidang ekonomi, dan pemerintahan bupati Tanah Dutar terpilib
dengan produk kebijakan publik tahun 2007

Pada penelitian ini peneliti mengpunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penilitian studi kasus dan lipe cksplanatori. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawaneara, Teknik keabsahan dats
peneliti lakukan dengan triangulasi sumber data dan metode, dan mengecek
kescsuaian rekaman, interpretasi dan simpulan-simpulan hasil penelitian dengan
apa yang diperoleh dari pada partisipan selama penelitian berlangsung,

Dari hasil penelitian ditemukan adanya kengruensi Janji politik bidang
pemeriniehan dan ekonomi  dengan produk kebijakan publik tahun 2007,
Meskipun tidak semua janji politik teralisasi dalam kebijakan publik ditahun
2007, Jami politik  bidang  pemerintahan terejawantah  dengan  agenda
pembangunan pemerintahan vaitu: meningkatkan profesionalisme dan budava
kega aparatur delam upava peningkatan pelayanan kepada masyarakat melau
pencrapan prnsip-prinsip good  governance. Sedanekan janji politik bidang
ckonomi  terejawantah  oleh  apenda pembangunan  mengupayakan  agar
pembangunan agar kewiatan perekonomian terus ditingkatkan baik dari segi
Kualitas dan kuantitasnya sehingea angka pertumbuhan ekonomi d itingkatkan dan
mengurangi ketimpangan-ketimpangan antar pelaku antar wilayah dan aniar
sektor,



BAR I

PENDAHULUAN

Al Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintah daersh di Indonesia diztur dalam Undang-undang
Momuor 32 Tahun 2004 tcniang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 merupakan hasil revisi Undang-undang Nomar 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomoar 32 Tahun 2004 memberikan
hak kepada dacrah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. bagi tiap-tiap dacrah
terdapat dalam pasal 21 wanp berbunyi “Dalam menyelengearakan otanami,
dacrah  mempunyai  hak: a) mengatur  dan mengwrus  sendiri wrusan
pemenintahannya; b) memilih pimpinan deerah: o} mengelola aparstur daerah; d)
mengelola kekavaan daerab; e) memungut pajak dan retribusi; f) mendapatkan
bagi hasil dari penpelolaan sumber daya alam dan sumber dava lainnya vang
berada di dacrah; g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sab dan:
h) mendapatkan hak-hak lainnya vang diatur dalam peraturan  perundang-
undangan".

Implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintah  Daerah pasal 21 hurul B) memilih pimpinan dacrah  adalah
pelaksanaan pemiliban kepala daerab (PILKADA) secara langsung di seluruh
daerah di Indonesia. Sustu perubahan hesar telah dilaksanakan dalarm  hal
pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala dacmh’, Dengan dibeclakukannya
mn&m;rmgﬂﬁ M. Shidig Pesadigee dan 1 Andizud Sl cholam
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan dinamika politik tersendin
bagi daerah dalam pelaksanasnnya. Kehidupan demokrasi di daersh belibatan
lebih hidup dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung,
dengan tepas dijelaskon pada bagian kedelapan pasal 56 — pazal 236 Undang-
undang Momaor 32 Tabiun 2004,

Pemilihan kepala dacrsh dan wakil kepala dacrah vang sehelumnya
dilaksanskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka dengan
berlakunya Undang-undang terschut, kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih secara langsung dalam satu pasangan calon vang dilaksanakan secara
demaokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, mhasia, Jujur dan adil pada
pasal 56 avat (1),

Momentum  Pilkada  sccara  langsung  adalsh merupakan  proses
pembelajaran politik masyarakat di daersh. Konteks pembelajaran politik i
meliputi beberapa hal, pertama pemilihan kepala dacrah secars lanpgsung
menuntul  kesiapan  rakyval  untuk  bisa  mengartikulasikan kepentingan-
kepeatingannya, sehingga bentuk sikap politiknva merupakan cerminan dari
kebutuhan yang diwujudkannya. Dengan cars demikian maks kedaulatan rakovan
akan betul-betul terwujod dengan optimal di negara Indonesia. Kedua rakval
mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilikan politik terhadap ealon
figur yang ada. Dari situ mercka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan
pilihan sesual dengan hati nuraninyva, schingga kualitas parlisipasinya dapat
dipertanggungjawabkan, Kemanditian  ini dengan  sendirinya  mengeliminasi

adanya potensi-polensi yang dilakukan oleh partsi-pantai politik. Kerige rakyat
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BAR VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Resimpulan yang dapat diambil dari kengruensi janji politik Bupati Tanah
Dratar terpilih M, Shadiq Pasadigoe terhadap kebijakan publik tahun 2007 vang
mengabil analisis tentang kongruensi janji politik bidang pemerintahan dan
ckanomi terhadap kebijakan publik tahun 2007 sdalah adanys kengrucnsi antara
janji dengan produk kehijakan yang dibuat. Ada Kesesusian snatar janji politik
dengan produk kebijakan publik baik dalam bidang pemerintahzn maupun dalam
bidang ckonomi, Walaupun sebapaimana dijelaskan dalam Bab % tidak zemua
janji terjawab oleh produk kebijakan yang dibuat baik dalam bidang pemerintzhan
maupun dalam bidang ckonomi,

Kongrunensi vang ditemukan antara janji politik bidang pemerintahan
dengan produk kebijakan publik dalam bidang pemerintdhan adalah adanyva
rumusan  lentang  pagasan  fentang  agenda  pembangunan meningkatkan
profesionalisme dan budaya kerja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan
kepada masyarakst melalui penerspan prinsip-prinsip good govermance yang
meliputi sepuluh prinsip yaitu: partisipatif, transparansi, akuntahilitas, responsif,
kesctarazn, rencana  strategis, cfektifitas  dan  efsiensi,  profesionatisme,
pengawasan dan penegakan hukum, dalam RPIM Kabupaten Tanzh Datar 2006-
201, Dengan agenda pembangunan bidang politik dan yang akan dilaksanakan

adalah periama mengoptimalkan tingkat pelsksanaan pelavanan publik ofeh
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